
JAKARTA (KR) - Konsul Haji Konsulat Jenderal

Republik Indonesia (KJRI) Jeddah Nasrullah Jasam

menegaskan, tidak ada penutupan tempat-tempat

ziarah di Makkah dan Madinah. Pernyataan Nasrullah

itu menepis informasi yang beredar di media sosial peri-

hal potongan video yang menyebutkan adanya penutup-

an ziarah ke Madinah dan Makkah mulai 7 Maret 2023

hingga Idul Fitri.

“Tidak ada penutupan ziarah, baik di Makkah

maupun Madinah. Tempat-tempat ziarah juga tidak di-

tutup,” ujar Nasrullah dalam keterangan tertulis yang

diterima di Jakarta, Jumat (3/3).

Nasrullah menyebutkan, pihaknya sudah melakukan

klarifikasi terkait informasi penutupan itu kepada

Wakil Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bidang

Ziarah. Informasi yang benar adalah adanya pengumu-

man salah satu perusahaan transportasi di Arab Saudi

yang menghentikan layanan ziarahnya.

* Bersambung hal 7 kol 1

PUTUSAN Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengab-

ulkan gugatan perdata Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan

Umum (KPU), yang menghukum KPU untuk menunda pemilu,

menimbulkan perdebatan. Isu penundaan pemilu sendiri sebe-

narnya sudah sering didiskusikan dan diperdebatkan di ruang

publik. Meskipun tidak populer, gagasan menunda pemilu sem-

pat digaungkan banyak pihak termasuk manuver beberapa ka-

langan. Wacana penundaan pemilu sebenarnya tidak memiliki

pijakan hukum dan alasan yang masuk akal.

* Bersambung hal 7 kol 1

KR-Antara/Yusuf Nugroho

PANEN SAAT BANJIR: Petani memanen padi di persawahan yang terendam banjir di Desa Wates, Undaan, Kudus, Jawa Tengah,
Jumat (3/3/2023). Menurut data BPBD Kudus, 2.216 hektare sawah di lima kecamatan di Kudus terdampak banjir, sehingga seba-
gian petani gagal panen. Sementara harga gabah turun dari Rp 5.300/kg menjadi paling rendah mencapai Rp 2.500/kg, akibat
kualitas padi yang menurun karena terendam banjir. 

Tak Ada Penutupan 
Ziarah di Makkah dan Madinah

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) berencana mengklarifikasi Laporan Harta Ke-

kayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mantan Kepala

Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto (ED), Selasa (7/3).

Menurut Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan,

Eko siap memberikan klarifikasi di Direktorat LHKPN

KPK seputar harta kekayaan yang dilaporkan.

“Undangannya sudah dikirim. Bahkan yang bersang-

kutan sudah oke untuk hadir Selasa, 7 Maret di KPK,” je-

las Pahala Nainggolan di Jakarta, Jumat (3/3).

Seperti diberitakan, sosok Eko Darmanto mendapat

sorotan publik lantaran kerap pamer kemewahan lewat

unggahannya di media sosial, seperti foto di depan pe-

sawat terbang dan foto dengan motor gede (moge). Gaya

hidup mewah pejabat Bea Cukai tersebut memicu kritik

masyarakat dan mendorong Direktorat Jenderal (Ditjen)

Bea Cukai mencopot Eko Darmanto dari jabatannya se-

bagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara

mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pemerik-

saan kepada Eko Darmanto. “Ditjen Bea Cukai melalui

Direktorat Kepatuhan Internal dan Sekretariat Ditjen

Bea Cukai telah memanggil yang bersangkutan,” tu-

turnya. Dari hasil pemanggilan dan pemeriksaan, menu-

rut Suahasil, Eko mengakui, foto di depan pesawat ter-

bang diambil dalam rangka latihan terbang. Penelusuran

Tim Ditjen Bea Cukai mengonfirmasi, pesawat tersebut

adalah milik Federasi Aero Sport Indonesia (FASI).

* Bersambung hal 8 kol 5

KPK JADWALKAN PEMANGGILAN 7 MARET

Wamenkeu Telah Periksa Eko Darmanto

JAKARTA (KR) - Ketua

Umum Partai Rakyat Adil

Makmur (Prima) Agus Jabo

Priyono mengklarifikasi

bahwa pihaknya meminta

untuk menghentikan proses

pemilihan umum (pemilu)

yang telah berlangsung

agar bisa berpartisipasi.

Prima hanya ingin menjadi

peserta Pemilu 2024 dan

berbagai langkah hukum

pun telah ia tempuh.

“Kalau tahapan pemilu

tetap dilanjutkan, otomatis

Prima, yang dalam proses verifikasi dicurangi, tidak

ikut,” tegas Agus Jabo di DPP Prima Jakarta Pusat,

Jumat (3/3).

Agus memaparkan, Prima sempat melayangkan gu-

gatan sengketa verifikasi partai politik ke Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, terkait dengan status

Prima yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

oleh KPU. Atas gugatan tersebut, Bawaslu pun memer-

intahkan KPU untuk memberikan kesempatan bagi

Prima memperbaiki dokumen administrasi dalam kurun

waktu 1x24 jam.

Meskipun demikian, Prima tetap dinyatakan TMS, se-

hingga tidak lolos menjadi partai politik peserta Pemilu

2024. “Kami sudah melakukan langkah-langkah hukum, 

* Bersambung hal 7 kol 5

BUKAN ADILI SENGKETA PEMILU

Prima Hanya Ingin Berpartisipasi

SLEMAN (KR) - Ka-

polri Jenderal Listyo Sigit

Prabowo menegaskan, Pol-

ri siap mengamankan se-

tiap tahapan Pemilu yang

saat ini sudah berjalan.

Polri juga telah menganti-

sipasi berbagai potensi-

potensi gangguan Kam-

tibmas.

Jenderal bintang empat

ini berharap, pesta demo-

krasi di Indonesia ini dapat

berjalan aman tanpa gang-

guan signifikan. “Tadi su-

dah saya sampaikan, kare-

na tahapan Pemilu sudah

berjalan, personel sudah

kita gelar. Kita persiapkan

sesuai tahapannya, terma-

suk mendistribusi logistik

pemilu. Kita selalu tekan-

kan, bahwa polarisasi ja-

ngan sampai ada, tapi Polri

harus selalu siap,” ujar

Kapolri usai menutup Ra-

pat Kerja Teknis (Raker-

nis) Logistik Polri 2023 di

Alana Convention Hotel

Yogyakarta, Jumat (3/3).

Kapolri juga meminta

agar jajaran logistik mem-

persiapkan segalanya de-

ngan baik, karena sebagai

pendukung operasional di

lapangan. Selama ber-

jalannya acara, Kapolri

dan para peserta Rakernis

memakai blangkon, seba-

gai tanda bahwa kegiatan

mengusung tema budaya

Indonesia. Sementara pa-

da hari pertama Rakernis

yakni Kamis (2/3), seluruh

peserta yang berasal dari

seluruh Polda se-Indonesia

dan Staf Asisten Logistik

(Aslog) Polri, menggu-

nakan pakaian adat Yogya.

Dimulai dari blangkon, ba-

ju lurik, jarik dengan motif

batik sido mukti, hingga

alas kaki selop terlihat sa-

ngat selaras. Acara dibuka

langsung oleh Asisten Ka-

polri Bidang Logistik (As-

log), Irjen Pol Argo Yuwono.

“Ini kedua kali Rakernis

Logistik Polri bernuansa

kearifan budaya,” ujarnya.

Selain menutup Raker-

nis Logistik, Kapolri juga

menggelar pertemuan ter-

tutup sekitar 3 jam dengan

Gubernur DIY Sri Sultan

Hamengku Buwono X di

Gedhong Wilis Kompleks

Kepatihan, Jumat (3/3).

Dalam pertemuan tersebut

sempat disinggung perma-

salahan keamanan dan

ketertiban masyarakat

(Kamtibmas) termasuk

yang ada di DIY.

* Bersambung hal 7 kol 1

Sementara Wamenkumham

Edward Omar Sharif Hiariej

menegaskan, putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat belum me-

miliki kekuatan hukum tetap

(inkrah) sehingga tidak mau

berkomentar lebih jauh mengenai

hal tersebut.

Putusan PN Jakarta Pusat,

menurut Juru Bicara KY Miko

Susanto Ginting, pada prinsipnya

menimbulkan tanda tanya dan

kontroversi di tengah masyarakat.

“Ini setelah KY cermati substansi

putusan PN Jakarta Pusat, dan

reaksi yang muncul atas putusan

itu,” ungkapnya di Jakarta, Jumat

(3/3).

Putusan pengadilan, kata Miko,

tidak bekerja di ruang hampa

karena ada aspirasi yang hidup di

masyarakat secara sosiologis.

Termasuk, adanya aspek yuridis

dimana kepatuhan terhadap

UUD 1945 serta pertimbangan-

pertimbangan lain seperti nilai-

nilai demokrasi.

Terhadap semua itu, menurut

Miko, menjadi bagian dari yang

mesti digali oleh hakim dalam

membuat putusan. Untuk itu, KY

akan melakukan pendalaman ter-

hadap putusan tersebut terutama

melihat apakah ada dugaan

pelanggaran perilaku yang terjadi.

“Dan salah satu bagian dari pen-

dalaman ini bisa dengan memang-

gil hakim untuk dimintai klari-

fikasi,” kata Miko seraya menam-

bahkan, apabila ada dugaan yang

kuat telah terjadi pelanggaran pe-

rilaku hakim, maka KY akan

melakukan pemeriksaan terhadap

hakim yang bersangkutan.

Miko juga menggarisbawahi

bahwa terkait dengan substansi

putusan, forum yang tepat untuk

menguatkan atau mengubah pu-

tusan tersebut adalah melalui

upaya hukum. Sedang untuk do-

main KY fokus pada aspek dugaan

pelanggaran kode etik dan pedo-

man perilaku hakim. Selain itu,

KY juga akan berkomunikasi de-

ngan Mahkamah Agung (MA) se-

hubungan dengan putusan terse-

but serta aspek perilaku hakim

yang terkait.

Sehubungan putusan tersebut,

Wamenkumham Edward Omar

Sharif Hiariej menegaskan, putus-

an Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat tentang penundaan tahap-

an Pemilu 2024 belum memiliki

kekuatan hukum tetap (inkrah)

sehingga tidak mau berkomentar

lebih jauh mengenai hal itu.

* Bersambung hal 7 kol 5

Kapolri Siap Amankan Tahapan Pemilu

Suara Hati Nurani Rakyat
Terbit Sejak 27 September 1945

HARGA RP 4.000 / 16 HALAMAN 
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SAYA punya teman na-

manya Cik Cendra. Beliau

prihatin sering mende-

ngar informasi tentang

penjualan cornea mata.

Karena itu beliau men-

donorkan cornea mata-

nya. Beliau selalu menja-

ga cornea matanya agar

tetap sehat sampai tiba

saat didonorkan. (Aris

Irianti, RT 2 RW 1 Senepo

Timur, Kutoarjo 54212)-d

KR-Antara/Putu Indah Savitri

Agus Jabo Priyono

KR-Riyana Ekawati

Gubernur DIY Sri Sultan HB X (tengah) bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo
Sigit Prabowo (kanan) dan Irwasum Polri Irjen Pol Ahmad Dofiri (kiri),
keluar dari Gedhong Wilis, Kepatihan, Yogyakarta, usai melakukan perte-
muan tertutup.

JAKARTA (KR) - Komisi Yudisial (KY) menilai putus-
an Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengab-
ulkan gugatan Partai Prima dan menghukum Komisi
Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda Pemilu menim-
bulkan kontroversial.  


